
BUPATI TEGAL, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa clan Lembaga Adat 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di 
Kabupaten Tegal; 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan U ndang 
U ndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta 
kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Mengingat: 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR ?b TAHUN 2021 

TENT ANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 
KELURAHAN DI KABUPATEN TEGAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEGAL 
PROVINSI JAWA TENGAH 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 
2. Bupati adalah Bupati Tegal. 
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin 
oleh camat. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN 
TEGAL. 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 201 7 ten tang 
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
226); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja 
Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar 
di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 288); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60); 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 94); 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 569); 

11.Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 
75). 



6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 
perangkat Kecamatan. 

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Tegal. 
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat 

LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra 
Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta 
meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan. 

10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga 
yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam 
rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah, 

11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari 
kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui 
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Desa atau Lurah 

12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya 
disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang 
memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam 
pembangunan Indonesia. 

13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, 
selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional 
dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang 
pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju 
terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi lahur, 
sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan 
gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. 

14. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK 
adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan 
penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk 
terlaksananya program PKK yang merupakan mitra keija 
Pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga 
kemasyarakatan lainnya. 

15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu 
adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya 
masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk 
dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan 
kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka 
kematian ibu dan bayi. 



Pasal 3 

(1) LKK dibentuk atas prakarsa Lurah dan masyarakat. 
(2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

memenuhi persyaratan: 

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

b. berkedudukan di Kelurahan setempat; 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

BAB II 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 

Pasal 2 

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan 
pedoman bagi Kelurahan dalam membentuk dan memberdayakan LKK. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya tertib 
pelaksanaan dalam rangka pembentukan dan pemberdayaan LKK. 

(3) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi; 
a. LKK; 
b. RT; 
c. RW; 
d. PKK; 
e. Karang Taruna; 
f. Posyandu; 
g. LPM; 
h. Hubungan dan Tata Kerja; dan 
i. Pembinaan dan Pengawasan. 

16. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja 
Posyandu adalah kelompok keija yang tugas dan fungsinya 
mempunyai keterkaitan dalam pembinaan 
penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di 
Kelurahan. 

17. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai 
wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat 
yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan 
tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat 
terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau 
nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa 
masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan 
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang 
pembangunan. 



Pasal6 
LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui : 
a. peningkatan pelayanan masyarakat; 
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 
c. pengembangan kemitraan; 
d. pemberdayaan masyarakat; dan 
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

masyarakat. 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK 
memiliki fungsi : 
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; 
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada 

masyarakat; 
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan 

mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; 
e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, 

partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; 
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan 
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

( 1) LKK bertugas : 
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan; 
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan 
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, 
LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah. 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Togas, Fungsi dan kegiatan 

c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan; 
d. memiliki kepengurusan yang tetap; 
e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan 
f. tidak berafiliasi kepada partai politik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKK sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 



RT berkedudukan di Kelurahan sebagai mitra dalam rangka membina 
kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan 
kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Lurah. 

Pasal 9 

BAB III 
RUKUN TETANGGA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

(1) Pengurus LKD terdiri atas : 
a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara; dan 
d. bidang sesuai dengan kebutuhan 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 

(3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memegang jabatan 
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

(4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat 
paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak 
secara berturut-turut. 

(5) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang 
menjadi anggota salah satu partai politik. 

Pasal 8 

Bagian Keempat 
Kepengurusan 

Pasal 7 
( 1) Jenis LKK paling sedikit meliputi : 

a. RT; 
b. RW 
b. RW; 
c. PKK; 
d. Karang Taruna; 
e. Posyandu; dan 
f. LPM. 

(2) Lurah dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 

Bagian Ketiga 
Jenis 



(1) Pembentukan RT meliputi Pembentukan RT baru, penggabungan, 
penghapusan dan/ a tau pemekaran RT yang sudah ada. 

(2) Pembentukan RT .sebagaimana. dimaksud pada ayat. { 1). difasilitasi . Lurah 
dan dimusyawarahkan bersama kepala keluarga dari warga setempat 
dengan memperhatikan korrdisi, kebutuhan, dart karakteristik wilayah 
Kelurahan. 

(3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu 
berkonsultasi kepada Camat. 

Pasal 12 

Bagian Kedua 
Penataan RT 

Fungsi RT,meliputi: 
a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan 

lainnya; 
b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga 

dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban agar senantiasa 
mengedepankan aturan hukum yang berlaku terhadap pelaku kejahatan 
di wilayah kerjanya; 

c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan 

d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di 
wilayahnya. 

Pasal 11 

Togas RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: 
a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pernerirrtahan; 
b. membantu Lurah dalam menyediakarr data-kependudukan-dan-perizinan; · 
c. membantu memelihara keamanan, ketenteraman,. ketertiban dan 

kerukunan hidup antar warga; 
d. menggerakkan swadaya gotong royong; partisipasr darr perrrberdayaarr 

masyarakat di wilayahnya; 
e. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah 

rencana pembangunan tingkat Kelurahan; 
f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 

Pasal 10 



Persyaratan menjadi pengurus RT meliputi: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
c. sehat jasmani dan rohani; 
d. dapat membaca dan menulis; 
e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat; dan 
f. berkelakuan baik. 

Pasal 14 

Bagian Keempat 
Persyaratan Pengurus 

(5) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan 
huruf d ditetapkan oleh Ketua RT melalui musyawarah mufakat. 

(6) Pembentukan pengurus RT disampaikan kepada Lurah dalam bentuk 
berita acara untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 

(7) Masa bhakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 
paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak 
secara berturut-turut. 

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat, tata cara pemilihan, 
pemberhentian dan penggantian pengurus RT diatur dalam Keputusan .. 
Lurah. 

( 1) Susunan pengurus RT paling sedikit terdiri atas : 
a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara;dan 
d. ketua bidang sesuai kebutuhan 

(2) pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sesuai 
dengan kebutuhan. 

(3) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih melalui 
musyawarah mufakat berdasarkan kesepakatan warga RT setempat. 

(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak tercapai, dapat ditempuh dengan cara voting. 

Pasal 13 

Bagian Ketiga 
Kepengurusan 



( 1) Sumber dana RT dapat berasal dari swadaya masyarakat, bantuan 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah serta 
bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

(2) Sumber dana RT yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah 
Daerah. 

(3) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur, 
akuntabel serta dilaporkan secara tertulis kepada Lurah. 

Pasal 17 

Bagian Keenam 
Sumber Dana 

d. peningkatan kesehatan lingkungan; 
e. peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan; 
f. peningkatan keamanan lingkungan; 
g. peningkatan kapasitas organisasi/lembaga; dan 
h. kegiatan lain sesuai kebutuh.an masyarakat. 

(3) Program kerja dan kegiatan tersebut disusun serta digunakan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan. 

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua RT menyusun program 
kerja dan kegiatan berdasarkan musyawarah anggota. 

(2) Program Kerja RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pembinaan kemasyarakatan dan gotong royong; 
b. pelayanan pemerintahan; 
c. penyediaan informasi kependudukan, perizinan dan bidang 

pemerintahan lainnya; 

Pasal 16 

(1) Musyawarah RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam 
pengambilan keputusan di lingkungan RT yang dihadiri oleh kepala 
keluarga di wilayah RT setempat. 

(2) Musyawarah RT dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun. 
(3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan dalam tata tertib 

musyawarah RT berdasarkan kesepakatan anggota. 
(4) Musyawarah RT berfungsi: 

a. menetapkan dan merumuskan program kerja dan kegiatan RT; dan 
b. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT. 

Pasal 15 

Bagian Kelima 
Musyawarah RT, Program dan Kegiatan 



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, RW 
melaksanakan fungsi : 
a. mengoordinir pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi 

pemerintahan lainnya; 
b. mengoordinir pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup 

antar warga dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban agar 
senantiasa mengedepankan aturan hukum yang berlaku terhadap pelaku 
kejahatan di wilayah keijanya; 

c. mengourdinir pernbuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan 
dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan 

d. mengoordinir swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di 
wila:y-al111:y-a. 

Pasal 21 

d. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat di wilayahnya; 

e. mendorong terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup; 
f. mengoordinir dan rnensinkronisasikan tugas RT dalam wilayahnya; 
g. mengoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam segala bidang 

kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan; dan 
h. rnelaksanakan tugas lain ya.ng diberikan oleh Lurah. 

kerukunan hidup antar warga; 

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas : 
a. rnernbantu Lurah dalarn bidang pelayarian pemerintahan; 
b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; 
c. membantu memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban dan 

Pasal 20 

RW berkedudukan di Kelurahan dan sebagai mitra Lurah serta bertanggung 
jawab kepada Lurah. 

Pasal 19 

BAB IV 
RUKUNWARGA 
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

( 1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Ketua RT dapat diberikan 
tunjangan. 

(2) Besaran tunjangan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. 

(3) Besaran tunjangan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 18 



Persyaratan menjadi pengurus RW meliputi : 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
c. sehat jasmani dan rohani; 
d. dapat membaca dan menulis; 
e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat; dan 
f. berkelakuan baik. 

Pasal24 

Bagian Keempat 
Persyaratan Pengurus 

pemberhentian dan penggantian pengurus RW diatur dalam Keputusan 
Lurah. 
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(7) MQ~a hQL--ti pengurus RW ~PbmQ _c; (lima) tQhnn rfon dapat dipilih 'k-PrnhQli 

paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak 
secara berturut-turut. 

(5) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Ketua RW 
dan Ketua RT melalui musyawarah mufakat. 

(6) Pernbentukan pengurus RW disampaikan kepada Lurah untuk kemudian 
ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 

( 1) Susunan pen.gurus RW paling sedikit terdiri atas : 
a. ketua: 
b. sekr'etar'is 
c. bendahara; clan 
d. ketua bidang sesuai kebutuhan 

(2} Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk 
sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Ketua RT 
berdasarkan musyawarah mufakat. 

(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak tercapai, dapat ditempuh dengan cara voting. 

Pasal 23 

Bagian Ketiga 
Kepengurusan 

' . p . k RW ...... . . p J,.... . ... D"'tlT k-,.-,, i.... .... ---- [I] ernbentu ran meupun ernoentukan J.'-YV ~Jc:Hu, p,;:;u55o_uu.U~<'.U1; 

penghapusan dan/ atau pemekaran RW yang sudah ada. 
(2) Pernberrtukari RW sehRgRimRnR rfirnaksnrd pRdR ayat (1) difas'ilitaai Lt rra h 

dan dimusyawarahkan bersama Ketua RT di wilayah RW setempat dengan 
terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat. 

Pasal 22 

Bagian Kedua 
Periataari rew 



(1) Sumber dana RW dupat bera.sal dari swadaya masyar'akat, baru.uan 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah serta 
bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Sumber dana RW yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah 
Da.erah. 

(3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan 
untuk biaya operasional RW, tunjangan bagi Ketua RW, pemberdayaan 
masyarakat setempat serta pengadaan sarana dan prasarana bagi 
masyarakat. 

(4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan dilaporkan 

Pasal 27 

Bagian Keenam 
Sumber Dana 

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua RW menyusun program 
keria dan kesziatan berdasarkan musvawarah. 

J ~ ~ 

(2) Program Kerja RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: 
a. pembinaan kemasyarakatan dan gotong royong; 
b. pelayanan pemerintahan; 
c. penyediaan informasi kependudukan, penzman dan bidang 

pemerintahan lainnya; 
d. peningkatan kesehatan iingkungan; 
e. peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan; 
f. peningkatan keamanan lingkungan; 
g. peningkatan kapasitas organisasi/lembaga; dan 
h. kegiatan lain sesuai kebutuhan masyarakat. 

(3) Program kerja dan kegiatan tersebut disusun dan digunakan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan. 

Pasal 26 

(1} Musyawarah RW merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam 
pengambilan keputusan di lingkungan RW yang dihadiri oleh pengurus 
RW dan Ketua RT. 

(2) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Tata cara pelaksanaa.n musya.wa.ra.h RW ditetapka.n berda.sa.rka.n 
kesepakatan peserta musyawarah. 

(3) Musyawarah RW berfungsi: 
a. menetapka.n dan merumuskan program kerja. dan kegia.ta.n RVJ; dan 
b. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW. 

Pasai 25 

Bagian Kelima 
Musyawarah, Program dan Kegiatan 



(1) Susunan pengurus TP PKK Kelurahan terdiri atas: 
a. ketua; 
b. wakil ketua; 
c. sekretaris: 
d. bendahara; dan 
e. Pokja. 

Pasal 32 

Kepengurusan 

o . K . L~ag1an . etiga 

(1) Untuk membantu TP PKK dapat dibentuk Kelompok PKK tingkat RW, 
Kelompok PKK tingkat RT dan Kelompok Dasa Wisma atau lingkup lain di 
wilayah Kelurahan. 

(2) Ketua Kelompok PKK tingkat RW, Kelompok PKK tingkat RT dan Kelompok 
Dasa Wisma atau lingkup lain di wilayah Kelurahan dipilih diantara 
anggota yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK dan diketahui oleh Lurah. 

Pasal 31 

dan menetapkan TP PKK melalui Keputusan Bupati. 
kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 membentuk 

dan masyarakat pemberdayaan menyelenggarakan dalam Bupati 

Pasal 30 

Bagian Kedua 
Pembentukan 

(1) PKK merupakan wadah dalam mcnyelcnggarakan pemberdayaan 
masyarakat dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan melalui 
Gerakan PKK yang berkedudukan di Kelurahan seternpat. 

(2) Tugas PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Lurah dalam 
melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. 

Pasal 29 

Bagian Kesatu 
Kedudukan dan Togas 

BAB VI 
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 

Pasal 28 
( 1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Ketua RW dapat diberikan tunjangan. 
(2) Besaran tunjangan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan kemarnpuan keuangan Daerah. 
(3) Besaran tunjangan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

secara tertulis kepada Lurah. 
(5} Laporan pengelolaan keuangan RW disampaikan kepada anggota dalam 

forum musyawarah RW. 



d. merupakan penduduk kelurahan setempat; 
e. bukan anggota partai politik dan/ atau organisasi terlarang; 
f. dapat membaca dan menulis; 

Pengurus TP PKK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat: 
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
~ berkclakuan baik ;,,J·,,_ ~~;1 cakap dan berwi .. oaw· ... - '-'· u .ln..\.,.lQ. .l.l u .l ,JU U.l, a.uu, VY =, 

Pasal 35 

Bagian Keempat 
Persyaratan Pengurus 

(4) Masa bakti Anggota TP PKK dapat berakhir karena permintaan, 
pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa bakti dan/ a tau sebab 
sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pemberhentian dan 
pergantian pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dalam Keputusan Lurah dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada 
Camat. 

turut atau tidak berturut-turut, 

(1) Pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
dilarang merangkap jabatan pada Kepengurusan Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan yang lain. 

(2) Masa bakti Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 1) 
huruf a berakhir apabila jabatan Lurah berakhir, berhalangan tetap atau 
meninggal dunia. 

(3) Masa bakti pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah 5 (lima) tahun dan dapat 
dipilih kembali nalinz banvak 0 (dua) kali n-1050 jabatan secara h,,.rt>1r11t_ .L .&. ,L:11,,, ..... ..L ....... ..a..&. .t-' ..a..a..a..c, ...., ........ .LJ ~ ,.,... ....... 11."4..L.L .&..&..&........ ....... "'"'-'-1.,.4...L.L ..... '"'. :&. ....... ....,..__ • .L l,,;\o.4..i. ~ ... ~ 

Pasal 34 

(1) Ketua TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 
huruf a dijabat oleh isteri Lurah. 

(2) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Lurah seorang 
perempuan atau tidak mempunyai isteri dapat ditunjuk oleh Lurah. 

(3) Susunan Keanggotan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 33 
sehat. 

1 1 .1 1 1 f- • ,. k . 1 • 1 1 : xesenaran, xeies .. anan ung .. urigan ruo.up aan perencarraan 

a. Pokja I 
b. Pokja II 

c. Pokja III 

d. Pokja IV 

(2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dipimpin oleh ketua 
pokja yang terdiri dari: 

: Penghayatan, pengamalan Pancasila dan gotong royong; 
: pendidikan, keterampilandan pengembangan kehidupan 

berkoperasi; 
: pangan, sandang, perumahan dan laksana rumah tangga; 

dan 



( 1) Sumber dana PKK Kelurahan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, 
bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
serta bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(2) Pengelolaan keuangan dan Kegiatan TP PKK yang diperoleh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (lj diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan 
dalam pertanggungjawaban Pengurus TP PKK 

Pasal 38 

Bagian Keenam 
Sumber Dana 

a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan 
d. pelaporan dan pertanggungjawaban. 

(2) TP PKK melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah 
selaku pembina TP PKK dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada 
TP PKK Kecamatan. 

Penyelenggaraan Gerakan PKK·mel1"ou1t1• . .L '"'-'..1..1..,.J ... .L.&.E, .&.'-""''-A..L '-.A ..L ,L '-'..J...L ::II. .L ,&. .. (1} 
Pasal 37 

( 1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK 
dilakukan dengan 10 ( sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK. 

(2) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 
a. penghayatan dan pengamalan pancasila; 
b. gotong royong; 
c. pangan; 
d. sandang; 
e. perumahan dan Lala laksana rumah langga; 
f. pendidikan dan keterampilan; 
g. kesehatan; 
h. pengernbangan kehidupan berkoperasi; 
i. kelestarian lingkungan hidup; dan 
j. perencanaan sehat. 

(3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh] program. pokok PKK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan dan kondisi prioritas 
kebutuhan masyarakat. 

Pasal ;Sh 

Bagian Kelima 
Program dan Kegiatan 

g. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah 
menikah; dan 

h. sehat jasmani dan rohani. 



Pasal43 
( 1) Keorganisasian Karang Taruna berada di kelurahan yang diselenggarakan 

secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat. 

Bagian Ketiga 
Kepengurusan 

(1) Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi 
muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. 

(2) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna disampaikan kepada 
Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah. 

Pasal 42 

Bagian Kedua 
Pembentukan 

jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk 
berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial: 

e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan 
f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, 

dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

.-1 r1-1"'"i-111r1-1hul-11'-::::.n ,-,-1...,.,-,-1n"'"I'1K--u-<>-'-L ,-l<>n n,;:.1·-1-1"'"lil-1<>r<> 1K-,=-"::::.,--l<>1··<>n d.an t<>1·-1am1,-1a 

........ .... ........ .......... .a. - ....... a..- ........ , .............. ..a. ... r'"" ~ ' -~.&.... .... ....... "" ....... .a. ...... ~ ... """' -~--'""'- ""'........ ....._..a. '"'""" bb"""" ... b 

generasi muda; 
c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; 

P- ember'da HUUT-1 ._,,-,..,,a-1 serl u dikla. j ,;.,,c,j ia ·n ur-·og··u· ju -r nasvaraka L j er utama '-' .._,.._,.... J """''""-.1..L \J'-'\..JI.I. .&.) \JV '-"-4. .&.lit,..&. '- \..JI'\,,, 1,...1. .t' '""- .&.t:). \.AA. .&. J. '-'J '-A.A.'"""- ~ "''-"'.&. ""'.I. .I. 

b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, 
perlindungan sosial, jaminan sosial, dan 

muda; 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal40, Karang 
Taruna mempunyai fungsi: 
a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi 

Pasal 41 

Karang Taruna memiliki tugas membantu Lurah dalam menanggulangi 
masalah kesejahteraan sosial dan pengernbangan generasi rnuda. 

Pasal40 

Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara 
Kesatuan Rcpublik Indonesia dan dibcntuk scsuai dcngan kebutuhan 
masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 

Pasal 39 

BAB VI 
KARANG TARUNA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 



f. bukan merupakan anggota partai politik atau organisasi terlarang. 

c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna; 
d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, 

kemampuan, dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial; 

e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) 
tahun; dan 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

(3) Pengurus Karang Taruna dipilih secarct musyawarah dan mufakat oleh 
warga Karang Taruna setempat yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk 
sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

sekurang- tinzkat Kelurahan 1.-.L.1..LE, ~'-'f..l,.. :.............. .1.1,,A...L .... Taruna { 1) Susunan Pengurus Karang 
kurangnya terdiri dari : 

a. ketua 
b. sekretaris 
c. bendahara 
d.bendahara;dan 
e. unit teknis sesuai kebutuhan. 

Pasal46 

nama lain yang sejenis merupakan warga Karang Taruna. 
(2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

hak dan kewajiban yang sama tanpa rnernbedakan asal keturunan, 
golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian 
politik, dan agama. 

( 1} Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti 
seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 
denzan 4c: [ernpat puluh Jimo\ tahun dalam lingkungan kelurahan atau v..1..1.5 .._, '--'.&..&..&. (.A.I,.. .1.1.....&. .1. .1....a.i.1..&.(..A.J 1... .1.. .1. .&.'-4...1..&..&. .a. ..a.i ,.,. .1.5 .a. ~'-.1.1,,..&..1. (.A.I.. LLi. - 

Pasal 45 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasai 41, dibentuk Majeiis Pertimbangan 
Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan 
pembina yang merniliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan 
Karang Taruna. 

Pasal 44 

(2) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, 
koordinasi, dan keija sama, dibentuk pengurus Karang Taruna di 
Kelurahan se bagai sarana organisasi Karang Tan.111.a yang pelaksanaannya 
melalui para pengurus di Kelurahan. 



(l) diadministrasikan secara tertib dan akuntabel dilaporkan dalam 
pertanggungjawaban Pengurus Karang Taruna Kelurahan. 

(3) Pelaporan keuangan dan kegiatan Karang taruna disampaikan kepada 
Lurah. 

( 1) Sumber dana kegiatan Karang Taruna Kelurahan dapat diperolah dari 
swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pernerintah Daerah serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 

Pasa149 

Bagian Kelirna 
Sumber Dana 

{3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dan ayat (2) dapat 
membentuk unit teknis untuk melaksanakan program kerja. 

(2) 

(1) Program Keija Karang Taruna terdiri atas pembinaan dan pengembangan 
genera si muda, penguatan orgarrisasi, peningkatan us.aha kesejahteraan 
sosiai, usaha ekonomi produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, 
kemitraan, dan lain-lain sesuai kebutuhan. 
Program keria sebazaimana dimaksud nada avat {l) disusun sebazai hasil 

\-I J \-I .1.. .., '' \...I 

musyawarah/ mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah, 
dan panjang. 

Pasa148 

Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja 
berdasarkan rnekanisme, potensi, sumber, kemampuan, dan kebutuhan 
Karang Taruna setempat. 

Pasal 47 

Bagian Keempat 
Program dan Kegiatan 

(5) Ketentuan lebih la_nj1-lt mengenai tata ca_ra_ pemilihan, pernberhentian dan 
pergantian pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam Keputusan Lurah. 

(4) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan dan disahkan 
dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan 
oleh Lurah serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan masa 
bhakti 3 (tiga} tahun. 



Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 mempunyai tugas: 
a. membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat; 
b. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan 

Posyandu di Kelurahan; 
c. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya 

sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan 
Posyandu; 

d. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif 
pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan; 

e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi 
lerhadap pengdolaan kegialan dan kinerja kader Posyandu secara 
berkesinambungan; 

f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan 
swadaya rnasyarakat dalam mengembangkan Posyandu; 

g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan 
h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua 

Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu Kecamatan. 

Pasal 52 

Pasal51 
Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(l)mempunyai fungsi: 
a. se bagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan 

keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama 
masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, 
angka kematian bayi, dan angka kematian balita; dan 

b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama 
berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, 
dan angka kematian balita. 

( 1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk 
melalui musyawarah mufakat Kelurahan yang dikelola oleh pengelola 
Posyandu. 

(2) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 
(3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan 
sumber daya. 

( 4) Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu di Kelurahan 
dilaksanakan oleh Pokja Posyandu. 

(5) Pokja Posyandu berkedudukan di Kelurahan. 

Pasal 50 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

BAB Vil 
POSYANDU 



a. unit pelayanan; 
b. unit informasi Posyandu; dan 
c. unit kelembagaan. 

(4) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu 
oleh kader Posyandu. 

(5) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung 
jawab kepada Lurah. 

a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara; dan 
d. unit-unit sesuai kebutuhan 

(3) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain: 

Struktur keoenzuruean Pokj a Posvandu terdiri atas : J. ..... ., 

{I")\ 
\"""' I 

kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang 
mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan / pengelolaan Posyandu. 

orgamsas1 Lurah , dari .,. ,-l' • .. erutn Posyandu Pokja ( 1} Kepenguruaan 

Pasal 56 

Kepengurusan 
Bagian Ketiga 

e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan 
f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat. 

Dalam pembentukan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 
mempcrhatikan prinsip: 
a. musyawarah mufakat; 
b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi; 
c. kcsctaraan; 
d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing- masing 

unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam 
pengorgani .......... ian Pokj .... Posvandu: jJ u. 0 J.J.va.vJ. .t..Ja. J. ->y u , 

Pasal 55 

Pasal 54 

Pokja Posyandu dibentuk dengan Keputusan Lurah. 

Bagian Kedua 
Pembentukan 

Dalam melaksanakan tugas Pokja Posyandu mempunyai fungsi : 
a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu; 
b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu: 
c. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan 

pengembangan Posyandu; 
d. peningkatan kualitas peJayanan Posyandu kepada masyarakat; dan 
e, pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu. 

Pasal53 



pelaksanaan kegiatan kelembagaan. 
sebagai pedornan dalarn dan 1Ke· ,-.,"''La-TI- Pokja P,-,"'""'I" lu ula- -n _,. - - - - 1 

- - ....... ... b ... """' ... ... ... ,._ ... '-'.....,., \,A,. ... """ ...... u1gur1aKar1 

• 1, 1 • kel 1 g. pemngxatan perexonorman eruarga; aan 
h. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan masvarakat. 

(3) Program kerja clan kegiatan tersebut disusun dalam dokumen program 

e. penyuluhan kesehatan; 
f. percepatan penganekaragaman pangan; 

d. pelayanan kesehatan; 

m ~n..-,.., ... su- ---g-..-... ,.,,... __ .;_ r.l- l,.. .;_,... __ \-...-.. .....1--; -i,,.-.,.- .......... ,, ..-r..-....- ... ---k ,., ....... .,..,,..., ......... v. yu-- ll plV ram ""-'-'lJCl can n-Cg1a1..au ocrnasarxan rrrusyawaran a11DD01..a. 

(2) Program Kerja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi kegiatan antara lain : 

a. pendaftaran; 
b. penimbangan; 
c. pencatatan; 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pokja Posyandu Kelurahan 

Pasal59 

Bagian Keempat 
Program dan kegiatan 

Sekretariat Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 mempunyai tugas: 
a. melakukan peran sebagai Satuan Togas Administrasi Pangkal Pokja 

Posyaridu melalui pengendalian tekrris dan adrninistrasi kegialan 
pembinaan dan pengembangan Posyandu; 

b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasipembinaan 
operasional pengelolaan programj kegiatanpernbinaan dan pengembangan 
Posyandu; 

c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu 
sebagaimana menjadi tugas clan tanggung jawab unit-unit pada Pokjanal 
Posyandu; 

d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan 
pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan 

e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja 
Posyandu. 

Pasal 58 

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Posyandu Kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, dibentuk Sekretariat 
'T'~<-~- vnn'"" 1-.,..,-1.~...l.,..l.,1.~- ..:I~ TT-:,-t~- TT,-,1,,-~1-.a 
.! c:lctJ-' JC'- 5 '-'~-J..n.1.::l.lL!&_!Ll~ClJ.!. l_!.J. !~o...!J._._,.1 !'\..~!Lt.!O_l.J. !.l.. 

Pasal 57 

Keputusan Lurah. 
nemberhentian dan neraarrtian nencuru s Pokia Poavarrdu diatur dalarn 
.I. .L (J .I. (J J ..I 

(6) Masa bakti pengurus Pokja Posyandu adalah 5 (lima) tahun, dan dapat 
dipilih kembali paling banyak '.2 (dua) k::ili m::is::i j::ih::it::in sPr::ir::i hPrt11n1t- 

turut atau tidak berturut-turut. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat, tata cara pemilihan, 



serta keserasian lingkungan hidup. 

gotong royong masyarakat; dan 
f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam 

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil 
hasil pembangunan secara partisipatif; 

masvarakat: ., , 

dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada 

mempunyai fungsi: 
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; 

LPM dalam melaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 

Pasal 63 

LPM sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 61 bertugas membantu Lurah dalam 
menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan 
dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan 
dengan swadaya gotong- royong. 

Pasal 62 

royong yang berkedudukan di Kelurahan seternpat. 
(2) Pembentukan LPM ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 

go tong 

(1) LPM dibentuk sebagai mitra Lurah dalam penyerapan asprrasi 
masyarakat terkait perencanaan pembangunan serta sebagai penggerak 

Pasal 61 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, tugas dan fungsi 

LPM 
BAB VIII 

(3) Pelaporan keuangan dan kegiatan Posyandu disampaikan kepada Lurah, 

~ • 1 T"'lo T"'lo1• ... p 1 Pe rrar>g•·T1 msnawaoan r-enaurus ...,OK'a "S"'T'"..:ll",,,·1·1 .I. .... .I..&. E,1,..,1..L.L&J y ~.L .I. ................ 0 .&. 1,,4 .&. ~J ...., ..,.'f LA...l..i."-'l.""'4..• 

(2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) diadministrasikan secara tertib dan akuntabel dilaporkan dalam 

masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi aan 
Pemerintah Daerah serta sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai 

Pasal 60 

Bagian Kelima 
~11mbP.r 0::in::i 



Pengurus LPM merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
se bagai beriku t : 
a. beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; 
d. merupakan penduduk kelurahan setempat; 
e. bukan anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang; 
f. dapat mernbaca dan menulis: dan 
g. sehat jasmani dan rohani. 

Pasal66 

Bagian Ketiga 
Persyaratan Pengurus 

(2) Masa Bakti Pengurus LPM ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat 
dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 
Idua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut 
turut. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat, tata cara pemilihan, 
pernberhentian dan pergantian pengurus LPM diatur dalam Keputusan 
Lurah. 

( 1) Ketua dan Pengurus LPM tidak dapat merangkap jabatan sebagai 
Pengurus LKK lainnva ~; Kelurahan setemnat LL ..L .)11,,.,L "-4.&. ..LL'-".&.'-4...L .&..&."4-1...L U'-"I.. .&..L..L!-"t....4'-'• 

Pasal 65 

( 1) Struktur Kepengurusan LPM terdiri atas : 
a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara; dan 
d. kepala seksi. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d, dapat terdiri 
dari : 
a. seksi perencanaan pembangunan; 
b. seksi kesejahteraan rakyat; 
c. seksi pemberdayaan masyarakat; 
d. seksi ketentraman dan ketertiban; 
e. seksi pernuda, olahraga dan kesenian; dan 
f. seksi iainnya sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk 
sesuai dengan keburuhan organisasi. 

(4) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Lurah. 

Pasal 64 

Bagian Kedua 
Kepengurusan 



(1) Sumber dana kegiatan LPM dapat diperolah dari swadaya masyarakat, 
bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi clan Pemerintah Daerah 
serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 70 

Bagian Kelima 
Sumber Dana 

(1) Musyawarah pengurus merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan 
keputusan pada LPM. 

(2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan anggota. 

(3) Musyawarah pengur us dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalarn 
setahun. 

(4) Musyawarah pengurus berfungsi untuk: 
a. memilih pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan dalam masa 

bakti; 
b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM; dan 
c. m.enyusun pertanggungjawaban pen.gurus LPM tahunan dan akhir masa 

bakti kepada Lurah. 

Pasal 69 

(1) Pengurus LPM berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran 
pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

(2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk: 
a. melaksanakan tugasnya sesuai clengan tugas pokok dan fungsinya; 
b. melaksanakan keputusan musyawarah pengurus; 
c. membina kerukunan hidup warga; 
d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai 

prioritas pembangunan dan _program lainnya di Kelurahan; dan 
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM 

dalam musyawarah pengurus. 

Pasal 68 

(1) Dalam melaksariakan tugas clan Iungsinya LPM menyuaun program dun 
kegiatan tahunan berdasarkan musyawarah penguros. 

(2) Program Keija LPM meliputi kegiatan penyerapan aspirasi rencana 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sesuai 
clengan tugas pokok clan fungsinya. 

{3) Program keija clan kegiatan tersebut disusun clan digunakan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 67 

Bagian Keempat 
Program dan Kegiatan 



(3) Kepengurusan LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini 
berlaku, tetap diakui dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
berakhir n1asa baktinya. 

(2) LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap 
diakui keberadaannya sebagai LKK sepanjang tidak bertentangan dengan 
PPrat-11ran R11nat1' 1'n1' .... _...._ '-"-"" ......................... ..._, -~ . 

( 1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pembentukan LKK wajib 
menvesuaikan denzan Peraturan Bunati ;..,; ,1.;y I.A...l..&.'ll,,, .... '-..&. "'E,""-J....I. .... """'.... \..\...t.. .... t-'""- .&. ,1...1..&...L. 

Pasal 73 

BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

{l) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, 
pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Lurah. 

(2) Pembinan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilirnpahkan kepada Ca111at. 

(3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, 
pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Lurah. 

Pasal 72 

BABX 
PEMBINA4.N DAN PEN GA \:VASAN 

{l) Hubungan LKK dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif, dan 
koordinatif. 

(2) Hubungan LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat 
koordinatif. 

Pasal 71 
HUBUNGJ'\N DAN TATA KER.IA 

BAB IX 

(2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diadministrasikan secant tertib dan rlil:'lporlnm rl:'l !:Olm 

pertanggungjawaban Pengurus LPM. 
(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan LPM 

disampaikan kepada Lurah. 
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Pasal 74 

BAB XII 
KE'fENTUAN PENUTUP 


